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Peta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) merupakan peta 
hasil penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang 
dituangkan dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan ruang 
kab/kota. Peta tersebut disusun untuk menyiapkan perwujudan 
ruang kota dalam rencana pelaksanaan proyek pembangunan 
yang  memuat pemanfaatan ruang kawasan dengan menetapkan 
blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional yang dimuat 
dalam peta rencana berskala 1: 5000 atau lebih. Dalam 
penyelenggaraan pembuatan peta RDTR diselenggarakan dengan 
menggunakan peta dasar dan peta tematik melaui metode spasial 
yang ditentukan   dalam Peraturan Kepala Badan Informasi 
Geospasial (BIG) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Pengelolaan  Peta Rencana Tata Ruang.  
Metode yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini 
menggunakan pengolahan dengan proses interpretasi citra  dan 
analisa spasial pada data citra satelit citra resolusi tinggi Pleiades 
dengan resolusi spasial 0,5 m yang telah dilakukan proses 
Orthorektifikasi dan data sekunder berupa peta RDTR Bagian 
Wilayah Perkotaan (BWP) Lumajang Hasil Perencanaan tahun 
2013-2033.  
Dalam pembuatan peta RDTR dilakukan proses analisa 





telah dibuat terhadap Hasil Perencanaan Peta RDTR BWP 
(Bagian Wilayah Perencanaan) Lumajang tahun 2013-2033. 
Sehingga didapatkan hasil berupa 46 unsur tutupan lahan peta 
dasar skala 1:5000 sebanyak 17 Nomor Lembar Peta (NLP) 
dengan luas wilayah sebesar 35,27 km2., dan Peta RDTR pola 
ruang skala 1:5000.  
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Spatial Detailed Spatial Plan Map (RDTR) is a map of 
elaboration result from Spatial Plan (RTRW) as as utilization plan 
stated in city  area. The maps are structured to prepare the 
realization of urban space in the plan for implementing a 
development project that includes the utilization of a regional 
space by specifying the designation blocks in the functional area 
contained in the map of the scale plan of 1: 5000 or more. In the 
implementation of RDTR mapmaking is conducted by using the 
base map and thematic map through the spatial method specified 
in the Regulation of the Head of Geospatial Information Agency 
(BIG) Number. 16 year 2014 on Spatial Plan Management 
Procedures. 
The method used in the preparation of this final assigment 
using the processing with the process of image interpretation and 
spatial analysis data. satellite image data of high resolution image 
of Pleiades with 0,5 m spatial process that has been done 
Orthorectification process and secondary data. RDTR BWP 
Lumajang Results Planning year 2013-2033. 
In making the RDTR map, the spatial crisis process is done 
by comparing the basic map data that has been made to the RDTR 





Result of 46 land cover element map of scale scale 1: 5000 as many 
as 17 Map Sheet Number (NLP) with area of 35,27 km2, and RDTR 
Map of pattern of scale scale 1: 5000. 
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1.1 Latar Belakang  
Informasi Geospasial (IG) merupakan alat bantu dalam 
perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau 
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang 
kebumian. IG sangat berguna sebagai sistem pendukung 
pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan 
pembangunan, salah satunya di bidang penyusunan rencana 
tata ruang. Kebutuhan peta skala besar merupakan salah saatu 
komponen informasi geospasial dasar yang penting, mengingat 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Informasi Geospasial (UU IG) Khususnya pasal 7 yang 
menyebutkan bahwa segala aspek kebijakan pembangunan 
yang terkait dengan aspek keruangan harus didasari oleh 
informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan.  
Berdasakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
(PP) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana 
Tata Ruang, Peta dasar merupakan peta yang menyajikan 
unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di 
permukaan bumi, digambarakan pada suatu bidang datar 
dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu. 
Peta dasar digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peta 
tematik yang digunakan dalam penyusunan peta rencana tata 
ruang  yang sesuai dengan ketelitian dan spesifikasi teknis 
yang meliputi kerincian, kelengkapan data dan atau informasi 
georeferensi dan tematik, skala, akurasi, format penyimpanan 
digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup 
simbol, warna, arsiran dan notasi serta kelengkapan muatan 
peta (Peraturan Kepala  BIG No 16, 2014). Peta rencana tata 
ruang adalah peta hasil perencanaan tata ruang yang mengacu 
pada penggunaan peta dasar dan peta tematik melalui metode 
spasial yang ditentukan oleh spesifikasi teknis (Peraturan 





Sesuai dengan  isu penataan ruang yang disampaikan 
dalam Rapat Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJM) 2 2010-2014 bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
Perencanaan Tata Ruang dengan mewujudkannya pembuatan 
peta) Kabupatn/Kota dala skala 1:5000 atau 1:10000. Rencana 
Detil Tata Ruang (RDTR) dalam pembutannya menggunakan 
peta RBI skala 1:5000, namun jika belum tersedia, dapat 
menggunakan citra satelit resolusi tinggi atau foto udara 
sebagai dasar update  dan harus dilakukan koreksi secara 
geometris terlebih dahulu dengan menggunakan survei Ground 
Control Point (GCP) menggunakan GPS Geodetik untuk 
melakukan koreksi dikarenakan ketelitian skala 1:5000 harus 
memiliki maksimal toleransi error  sebesar 2,5 meter. Pleiades 
merupakan satelit penghasil citra satelit resolusi tinggi yang 
menghasilkan data citra satelit dalam dua moda, yaitu moda 
pankromatik dan moda multispektral. Citra satelit dalam moda 
pankromatik mempunyai resolusi spasial 0,5 meter. Citra 
satelit ini sangat bagus untuk pembuatan peta skala 1:5000 
dengan ketelitian horizontal yang dibutuhkan sebesar 0,5 – 
2,5m (Badan Informasi Geospasial, 2015). 
RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) kedalam rencana pemanfaatan ruang 
kawasan dengan menetapkan blok-blok peruntukan pada 
kawasan fungsional yang dimuat dalam peta rencana berskala 
1: 5000 atau lebih. RDTR adalah rencana geometris ruang kota 
yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang kota dalam 
rencana pelaksanaan proyek pembangunan kota.  
Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kecamatan Lumajang 
merupakan bagian dari kawasan strategis kabupaten Lumajang 
yang perlu disusun rencana rincinya sesuai arahan atau yang 
ditetapkan di dalam RTRW kabupaten Lumajang. Dalam 
pelaksanaannya Kapupaten Lumajang telah memiliki peta 
RDTR dimana peta tersebut didapatkan dari hasil perencanaan, 
untuk menlihat kesesuain pembuatan peta RDTR dengan 





dilakukan analisa kesesuaian pembutan peta RDTR dengan 
Peraturan Kepala BIG No 16 Tahun 2014 tersebut untuk 
mengetahui aspek-aspek yang harus terpenuhi. Penelitian ini 
bermaksud untuk mengkaji pembuatan peta Rencana Detil 
Tata Ruang (RDTR) sesuai dengan Peraturan Kepala BIG 
Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Peta 
Rencana Tata Ruang di Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) 
Kabupaten Lumajang. 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari uraian di atas, permasalahan yang muncul adalah 
sebagai berikut: 
a. Bagaimana pembuatan  peta dasar skala 1:5000 dari citra 
satelit resolusi tinggi Plaiades yang telah dilakukan 
orthorektifikasi pada BWP Lumajang? 
b. Bagaimana  pembuatan peta RDTR skala 1: 5000 sesuai 
Peraturan Kepala BIG No 16 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pengelolaan  Peta Rencana Tata Ruang? 
c. Bagaimana kesuaian pembuatan RDTR skala 1:5000  
sesuai peta RDTR BWP Lumajang Hasil Perencanaan 
2013-2033? 
1.3 Batasan Masalah  
Batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah: 
a. Citra yang digunakan adalah citra satelit penginderaan jauh 
Pleiades 1-A dengan resolusi spasial 0,5 m yang telah 
dilakukan proses Orthorektifikasi. 
b. Wilayah penelitian adalah BWP Lumajang-Sukodono, 
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 
c. Dalam pembuatan peta tidak dilaksanakan proses Survei 
Kelengkapan Lapangan (SKL) dan tidak menggunakan 
kondisi sosial ekonomi 
d. Peta RDTR meliputi peta pola ruang kawasan lindung dan 
budidaya. 
1.4 Tujuan Tugas Akhir 





a. Melakukan pembuatan  peta dasar skala 1:5000 dari citra 
satelit resolusi tinggi yang telah dilakukan orthorektifikasi 
pada BWP Kecamatan Lumajang. 
b. Melakukan pembuatan peta RDTR skala 1: 5000 sesuai 
Peraturan Kepala BIG No 16 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pengelolaan  Peta Rencana Tata Ruang dalam format 
SIG. 
c. Melakukan analisa pada hasil pembuatan RDTR skala 1: 
5000  terhadap peta RDTR Hasil Perencanaan 2013-2033 







2.1 Penginderaan Jauh 
Penginderaan jauh (remote sensing) adalah ilmu dan seni 
untuk memperoleh informasi tentang suatu objek,daerah,atau 
fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu 
alat tanpa kontak langsung dengan objek daerah atau fenomena 
yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 2000). 
Sistem penginderaan jauh sebenarnya bekerja dalam dua 
domain, yaitu domain elektromagnetik dan domain ruang. 
Pada prinsinya setiap benda memantulkan atau memancarkan 
gelombang elektromagnetik. Apabila pada suatu luasan 
tertentu terdapat beberapa jenis benda, maka masing-masing 
benda memberikan pantulan dan atau pancaran 
elektromagnetik yang dapat diterima oleh suatu sensor. 
Dengan demikian, kehadiran suatu benda dideteksi 
berdasarkan pantulan atau pancaran elektromagnetik yang 
dilakukan oleh benda itu, asal karakteristik pantulan atau 
pancaran elektromagnetiknya telah diketahui (Lapan,2015). 
 
Gambar 2. 1 Sistem penginderaan Jauh 
(Sumber: Lapan, 2015)  
Pengumpulan data penginderaan jauh dilakukan dengan 
menggunakan alat pengindera atau alat pengumpul data yang 
disebut sensor. Berbagai sensor pengumpul data dari jarak 
jauh, umumnya dipasang pada wahana yang berupa pesawat 
terbang, balon, satelit, atau wahana lainnya (Somantri, 2009). 
Objek yang diindera adalah objek yang terletak dipermukaan 





data dari jarak jauh tersebut dapat dilakukan dalam berbagai 
bentuk, sesuai dengan tenaga yang digunakan. Tenaga yang 
digunakan dapat berupa variasi distribusi (distribution) daya, 
distribusi gelombang bunyi, atau distribusi gelombang 
elektromagnetik. Data penginderaan jauh dapat berupa citra 
(imaginery), grafik, dan data numerik. Data tersebut dapat 
dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek, daerah, 
atau fenomena yang diindera atau diteliti. Proses penerjemahan 
data menjadi informasi disebut analisis atau interpretasi data. 
Apabila penerjemahan tersebut dilakukan secara digital 
dengan bantuan komputer disebut interpretasi digital 
(Purwadhi, 2001). 
Analisis data penginderaan jauh memerlukan data rujukan 
seperti peta tematik, data statistik, dan data lapangan. Hasil 
analisis yang diperoleh berupa informasi mengenai bentang 
lahan, jenis penutup lahan, kondisi lokasi, dan kondisi sumber 
daya daerah yang diindera. Keseluruhan proses mulai dari 
pengambilan data, analisis data hingga penggunaan data 
disebut Sistem Penginderaan Jauh (Purwadhi, 2001). 
2.2 Satelit Pleiades 
Pleiades merupakan salah satu citra resolusi tinggi 
penginderaan jauh, yang diluncurkan di stasiun angkasa 
Eropa, Kouru, French Guiana. Satelit yang diluncurkan 
pertama yaitu satelit Pleiades 1-A pada tanggal 16 Desember 
2011 kemudian diikuti oleh Pleiades 1-B di akhir tahun 2012. 
Tingkat pengolahan Pleiades terdiri atas Ortho, Mosaic 
(beberapa citra ortho yang digabung) dan Sensor. Resolusi 
spasial 50 centimeter pada citra pankromatiknya dan 2 meter 
pada band multi spektralnya. Satelit Pleiades memiliki empat 







Gambar 2. 2 Satelit Pleiades-1A 
(sumber: Lapan, 2015)  
Dalam penelitian ini, digunakan citra satelit Pleiades 
1-A yang diluncurkan pada 16 Desember 2011. Satelit 
Pleiades 1-A mampu memberikan data terorthorektifikasi 
pada resolusi 0,5 meter. Pleiades 1-A mampu memperoleh 
citra stereo resolusi tinggi hanya dalam satu siklus, dan dapat 
mengakomodasi daerah yang luas (hingga 1.000 km x 1.000 
km).  
Tabel 2. 1 Spesifikasi Pleiades-1A 
Mode Pencitraan  Pankromatik  Multispektral  
Resolusi Spasial 
Pada Nadir  
0,5 m GSD 
pada nadir  
2 m GSD pada nadir  
Jangkauan 
Spektral  
480 – 830 nm  Biru (430 – 550nm)  
Hijau (490 – 610nm)  
Merah (600 – 720nm)  
IR dekat (750 – 950nm)  
Lebar Sapuan  20 km pada nadir  
Pencitraan Off-
Nadir  
Hingga 47 derajat  
Tersedia opsi pemilihan sudut ketinggian  
Jangkauan 
Dinamik  
12 bit per piksel  





Mode Pencitraan  Pankromatik  Multispektral  
Waktu 
Pengulangan  
Setiap 1 hari  Setiap 1 hari 
Ketinggian Orbit  694 km   
Waktu Lintasan 
Equatorial  
10:15 A.M   
Orbit  sinkron matahari   
Harga  €. 10 per km2 untuk data arsip  
€. 17 per km2 untuk perekaman baru  
 
Luas Pemesanan  Minimum 25 km2 untuk data arsip 
(jarak lebar min. 500m)  
Minimum 100 km2 untuk perekaman 
baru (jarak lebar min. 5km)  
 
Level Proses  Primer dan Ortho   
Tingkat Akurasi  3 m tanpa GCP (CE90)  




Perkiraan hingga lebih dari 5 tahun   
(Sumber: Lapan, 2015) 
2.3 Kartografi 
Pada tahun 1960 istilah kartografi diartikan sebagai 
“pembuatan peta” namun pada era modern ini istilah tersebut 
diartikan sebagai “penyampaian informasi geospasial dalam 
bentuk peta”. Hal ini menghasilkan pemahaman tidak hanya 
dalam aspek pembuatan peta tetapi juga dalam penggunaan 
peta (Kraak, 2003). Kartografi didefinisikan sebagai 
pembuatan data spasial yang dapat diakses, menekankan 
visualisasi yang berkaitan dengan masalah geospasial. 
Kartografi bertujuan untuk menghilangkan berbagai sumber 
kesalahan yang meliputi kesalahan penafsiran informasi asli 
sampai  kesalahan pemahaman pembaca peta dalam menarik 
kesimpulan. Selain itu tujuan lain dari kartografi adalah untuk 
mengumpulkan dan menganalisis data dari hasil ukuran dari 
berbagai pola atau unsur permukaan bumi dan menyatakan 





unsur-unsur tersebut dapat terlihat dengan jelas untuk 
dimengerti dan dipahami. 
Peta adalah suatu interpretasi atau gambaran unsur-
unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak, atau yang ada 
kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda 
angkasa, dan umumnya digambarkan. Perngertian dan fungsi 
peta bermula dari ketersediaan peta, selanjutnya proses 
perencanaan dan pelaksanaanpekerjaan fisik (terutama) dapat 
berjalan dengan baik. Peta yang beredar di masyarakatcukup 
banyak ragamnya, tetapi belum tentu peta yang didapatkan 
sesuai dengan apa yang diinginkan (Kraak, 2003). 
2.4 Peta Dasar  
Peta dasar adalah suatu gambaran dari berbagai 
komponen yang terpilih didalam suatu daerah pemetaan. 
Komponen-komponen tersebut harus memiliki hubungan 
dengan topografi, sehingga jika komponen-komponen 
tersebut tidak memiliki hubungan, maka menjadi tidak 
bermanfaat dan informasi yang dipetakan tersebut menjadi 
tidak berguna karena tidak dapat dilokalisasi (diplot) dan 
dievaluasi terhadap kondisi-kondisi yang diharapkan dan 
akhirnya hanya digunakan sebagai dasar perbandingan pada 
suatu daerah saja. Informasi dan peta topografi yang terbaru 
merupakan kebutuhan yang mutlak, karena kesalahan 
biasanya terjadi karena penggunaan material dasar (peta 
topografi atau foto udara) yang lama dan tidak teliti (Kraak, 
2003).  
Berdarakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2013, Peta dasar merupakan peta yang 
menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang 
berada di permukaan bumi, digambarakan pada suatu bidang 
datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi 
tertentu. Peta dasar digunakan sebagai acuan dalam 
pembuatan peta tematik yang digunakan dalam penyusunan 
peta rencana tata ruang  yang sesuai dengan ketelitian dan 





dan atau informasi georeferensi dan tematik, skala, akurasi, 
format penyimpanan digital termasuk kode unsur, penyajian 
kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan notasi serta 
kelengkapan muatan peta (Peraturan Kepala  BIG No 16, 
2014). Unsur unsur yang harus terdapat dalam peta dasar 
untuk RDTR adalah sebagai berikut: 




e. Penggunaan lahan eksisting (memerlukan survei 
lapangan untuk pendetailan/crosscheck) 
f. Toponimi/Nama lokasi (memerlukan survei lapangan 
untuk pendetailan/crosscheck) 
2.5 Skala Peta 
Skala peta, dapat diartikan sebagai perbandingan 
(rasio) antara jarak dua titik pada peta dan jarak sesungguhnya 
kedua titik tersebut di permukaan bumi atau di lapangan, dan 
pada satuan yang sama (Kraak,2003). Skala peta adalah 
informasi yang mutlak harus dicantumkan agar pemakai dapat 
mengukur jarak sesungguhnya pada peta. 
Skala peta 1:5000 memiliki arti satu satuan dipeta 
bernilai 5000 satuan di lapangan, yang berarti satu cm dipeta 
sama dengan 5000 cm/ 50 m di lapangan. Peta skala 1:5000 
dapat digunakan oleh instansi terkait untuk pembuatan RDTR. 
Skala peta yang digunakan sebesar 1:5000 karena pada peta 
skala lebih besar atau sama dengan 1:5.000, selain blok juga 
akan tergambar unsur lainnya seperti saluran, pagar, dan lain 
sebagainya. Dalam skala 1:5000 memiliki maksimal error 
sebesar 2,5 meter. Berikut merupakan tabel ketelitian 











(0,1-0,5 mm x 
bilangan skala) 
Ketelitian Vertikal (1/3 x 
interval kontur) Interval 
= ½ x bilangan skala 
1:1000 0,1m – 0,5m 0,15 m 
1:2500 0,25m – 1,25m 0,375 m 
1:5000 0,5m – 2,5m 0,75 m 
1:10.000 1m - 5m 1,5 m 
(Sumber: Badan Infromasi Geospasial, 2015) 
2.6 Digitasi Unsur Peta Dasar serta Pemeriksaan Topologi dan 
Atribut Data 
Digitasi secara umum dapat didefinisiakn sebagai 
proses konvenrsi data analog ke dalam format digital. Objek-
objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain yang 
sebelumnya dalam format raster pada sebuat citra satelit 
resolusi tinggi dapt diubah kedalam format digital dengan 
proses digitasi (Badan Informasi Geospasial, 2016). 
Ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan 
data dasar yaitu: 
 Datum horizontal yang digunakan yaitu : WGS 
84/SRGI 2013 
 Kesesuaian nama file unsur sesuai dengan objek/unsur 
yang diploting 
 Penarikan garis sesuai dengan kenampakan citra. 
Pemeriksaan Digitasi Peta Dasar merupaka proses 
pemeriksaan digitasi yang dilakukan dalam beberapa tahap 
yang meliputi unsur unsur yang harus dipenuhi dalam 
pemeriksaan ini, diantaranya: 





Data batas administrasi diperoleh dari instansi resmi 
pusat/daerah bersangkutan yang memiliki informasi 
mengenai data batas administrasi. Data tersebut 
merupakan data sekunder yang akan ditambahkan 
sebagai batas wilayah pada basisdata hasil tahapan 
digitasi unsur peta dasar. Batas wilayah tersebut perlu 
diverifikasi kebenarannya dan dikonfirmasikan ke 
pemerintah daerah setempat pada saat tahapan survei 
kelengkapan lapangan. Pada pemetaan RDTR, batas 
administrasi harus didetilkan sessuai dengan 
kenampakan pada citra. 
b. Batas Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) 
Bagian wilayah perencanaan biasanya ditetapkan 
berdasarkan batas administrasi atau batas fisik kota. 
Batas fisik kota dapat dilihat dari citra satelit, dimana 
tutupan lahan perkotaan didominasi oleh lahan 
terbangun, sedangkan kawasan perdesaan didominasi 
wilayah bervegetasi atau pertanian. Data batas BWP 
harus dilengkapi dengan batas Sub BWP. 
c. Jaringan Jalan 
Digitasi unsur peta rupabumi untuk jaringan jalan harus 
memenuhi ketentuan berikut: 
- Semua jaringan transportasi yang dapat terlihat pada 
citra harus diplot sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
- Digitasi jaringan transportasi dilakukan pada garis 
tengahnya (centerline). 
- Jaringan transportasi tidak terputus pada lokasi 
perpotongan dengan sungai. 
- Semua jaringan transportasi yang ada pembatas 
tengah atau lebarnya ≥ 0,5 mm x skala peta harus 
diplot 3 garis (2 bahu jalan dan 1 pembatas tengah 
sebagai centerline). 





Digitasi unsur peta rupabumi 2 dimensi untuk 
kategori bangunan dan fasilitas umum harus 
memenuhi ketentuan berikut: 
- Semua bangunan diplot sesuai dengan ukuran dan 
bentuk sebenarnya. 
- Bangunan diplot pada atap bangunan. 
- Kumpulan bangunan/gedung yang berjarak rapat 
antara satu dengan yang lain dibuat sebagai satu 
kesatuan, dan dipisahkan dengan garis sharing 
boundary 
e. Perairan/Hidrografi 
Digitasi untuk kategori perairan atau jaringan 
sungai harus dimulai dari sungai besar dilanjutkan 
dengan anak sungai, dan kemudian sungai musiman, 
pengelompokan tersebut berdasarkan kriteria berikut: 
Tabel 2. 3 Aturan ukuran fitur sungai/perairan 
Fitur Ukuran lebar sungai 
Sungai besar Lebar sungai ≥ 0,5 milimeter 
x skala peta Anak sungai Leb r sungai < 0,5 milimeter 
x skala peta Sungai musiman Leb r sungai < 0,5 milimeter 
x skala peta, dan sungai tidak 
selalu tergenang air 
(Sumber: Badan Infromasi Geospasial, 2016) 
Proses digitasi harus dimulai dari hulu ke muara. 
Dalam satu daerah aliran sungai, segmen garis sungai 
harus terhubung satu dengan lainnya membentuk satu 
jaringan yang bermuara pada satu titik. Sungai dan alur 
dapat bermuara pada garis pantai, garis tepi danau, garis 
tepi air rawa,   atau garis  tepi perairan lainnya.  Pada  
daerah  karst,  aliran  sungai  dapat  terhenti tanpa 
diketahui kelanjutan muaranya. Bentuk topografi 
daerah karst dicirikan dengan banyak cekungan. 





daratan dan air yang menggenang. Garis tepi 
danau/situ, garis pantai/pulau, dan garis tepi rawa, dan 
garis tepi empang masuk dalam kategori ini. 
Karakteristik geometri garis tepi perairan ditentukan 
sebagai berikut: 
- Garis tepi perairan tidak terpotong oleh kontur; 
- Garis pantai dan garis tepi danau/situ tidak 
terpenggal oleh muara sungai, harus berhenti pada 
tepi garis pantai/danau; 
- Sungai harus berhenti pada garis tepi danau/situ; 
- Sungai harus berhenti pada garis pantai; 
- Sungai dapat memotong garis tepi rawa apabila 
operator dapat melihat aliran sungai tersebut. 
- Sungai harus terdiri dari sungai poligon (lebih dari 
2,5 m) & as sungai garis; 
- Sungai poligon tidak boleh bertampalan dengan 
digitasi bangunan; 
- As sungai diberikan nama sungai jika ada. 
f. Toponim 
Toponim merupakan representasi sebaran objek 
penting, fasilitas umum dan sosial. Data toponim 
didapatkan dari hasil lapangan dan interpretasi. 
Karakteristik data toponim yaitu : 
- Point toponim ditempatkan pada lokasi yang 
mewakili objek-objek 
- Toponim menjelaskan tidak hanya tipe objek, tetapi 
sampai pada nama objek 
g. Penggunaan/Tutupan Lahan 
Konsep penutup lahan yang terdapat dalam standar 
ini menggunakan pendekatan pengindraan jauh, 
sehingga pendefinisian objek penutup lahan merupakan 





Klasifikasi penggunaan/tutupan lahan yang digunakan 
adalah klasifikasi tersendiri yang dibuat secara 
sederhana yang banyak mencirikan penggunaan lahan 
pada area budidaya/aktifitas manusia dan disesuaikan 
dengan kebutuhan pemetaan RDTR. 
2.7 Topologi 
Topologi adalah metode matematis yang digunakan 
untuk mendefinisikan hubungan spasial (Aronoff, 1989). 
Topologi merupakan cabang ilmu matematika yang 
berurusan dengan dua jenis objek titik-titik (nodes) dan 
garis-garis (arcs, string, edge) dan satu tipe relasi dasar 
diantara objek tersebut. Dengan demikian, topologi 
merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mencatat, 
merekam, dan memanipulasi hubungan-hubungan logika 
yang terdapat di dalam unsur-unsur peta dan informasi 
geografis. Topologi merupakan salah satu dari sejumlah 
hubungan terpenting yang dipertahankan di dalam banyak 
basis data spasial. Struktur datanya menentukan 
bagaimana dan dimana titik-titik dan garis-garis 
berhubungan satu sama lain pada satu node (persimpangan 
topologi). Urutan koneksi atau keterhubungannya juga 
menentukan bentuk dari suatu ARC atau Poligon. 
Informasi mengenai hubungan topologi biasanya disimpan 
di dalam beberapa tabel pada struktur basis data 
spasial. Ada tiga macam komponen topologi yang perlu 
diketahui, sebagai bahan analisa di dalam pemetaan digital, 
yaitu : 
a. Topologi titik (nodes, point)  
Kumpulan obyek-obyek dengan bentuk point (nodes) 
yang membentuk suatu jaringan, misalnya jajaran 
lampu jalanan di sepanjang jalan raya, jalur hijau yang 
berada di kota, atau lokasi pengambilan sampel untuk 
pengeboran minyak. 





Ketika membuat jaringan topologi, informasi tentang 
link dan hubungan obyek-obyek tersebut disimpan 
sebagai data obyek pada masing-masing obyek yang 
dihubungkan. Obyek-obyek bentuk jaringan linear 
yang saling terhubungkan (connect). Contoh dari 
topologi jaringan adalah jaringan distribusi air, jaringan 
sungai dan jaringan jalan. 
c. Topologi luasan (region, polygon) 
Poligon merupakan salah satu dari jenis topologi yang 
berbentuk luasan (region). Topologi luasan yaitu obyek 
bentuk kurva tertutup yang biasanya menjadi batasan 
suatu daerah. Contoh dari topologi luasan adalah 
poligon blok kota, kapling tanah dan daerah perbatasan 
adminstratif pemerintahan daerah tingkat dua 
2.8 Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) 
Bagian Wilayag Perkotaan (BWP) adalah satuan 
zonasi pada kawasan perkotaan yang dikelompokkan sesuai 
dengan kesamaan fungsi adanya sesuai dengan kesamaan 
fungsi, adanya pusat tersendiri, kemudahan aksesibilitas, dan 
batasan-batasan, baik fisik maupun administrasi.  
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20 Tahun 2011 menyebutkan bahawa Bagian Wilayah 
Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari 
kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota 
yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini 
RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW 
kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian 
yang sama dengan zona peruntukan (Peraturan Pemerintah, 
2013). Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan 
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 
dan kegiatan ekonomi. 
Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau 





pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan 
merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila 
diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Adap un 
tujuan penataan BWP tersebut berfungsi untuk: 
a. Acuan dalam penyusunan rencana pola ruang, 
penyusunan rencana jaringan prasarana, penyusunan  
ketentuan pemanfaatan ruang, penyusunan peraturan 
zonasi; dan 
b. Menjaga konsistensi dan keserasian pengembangan 
kawasan perkotaan dengan RTRW. 
Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan padaa 
arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan 
isu strategis BWP, yang antara lain dapat berupa potensi, 
masalah, dan urgensi penanganan serta karakteristik BWP. 
Tujuan penataan BWP dirumuskan dengan 
mempertimbangkan: 
a. Keseimbangan dan keserasian antarbagian dari 
wilayah kabupaten/kota; 
b. Fungsi dan peran BWP; 
c. Potensi investasi;  
d. Kondisi sosial dan lingkungan BWP; 
e. Peran masyarakat dalam pembangunan; dan 
f. Prinsip-prinsip yang merupakan penjabaran dari 
tujuan tersebut. 
2.9 Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) 
Pengertian Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) menurut 
beberapa sumber yaitu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, Peraturan Pememrintah Nomor 15 
tahun 2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 
tahun 2011 tentang Penyusunan RDTR dan Peruntukan Zonasi 
adalah sebagai berikut: 
1. Pengertian Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) adalah 
penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
kedalam rencana pemanfaatan ruang kawasan dengan 





fungsional yang dimuat dalam peta rencana berskala 1: 
5000 atau lebih. 
2. RDTR adalah rencana geometris ruang kota yang disusun 
untuk menyiapkan perwujudan ruang kota dalam rencana 
pelaksanaan proyek pembangunan kota. 
3. RDTR adalah penjabaran dan pengisian dari RTRW 
sehingga secara teknis pegangan pokok bagi pelaksanaan 
pembangunan di lapangan, dan menjadi instrumen 
pengendalian bagi pemerintah kota, swasta maupun 
masyarakat.  
4. RDTR memuat ketentuan penetapan fungsi ruang, 
pengarahan penetapan lokasi berbagai kegiatan yang 
terinci dan teruang pada peta dengan skala 1:5000. 
Maksud disusunnya RDTR adalah untuk mendapatkan 
rencana tata ruang yang komprehensif, aplikatif, dan konsisten  
yang  merupakan  penjabaran  dari  RTRW  Kota dalam 
bentuk lebih detail yang akan digunakan sebagai pedoman 
pemanfaatan ruang dan pelaksanaan pembangunan di  wilayah  
Kota.  Rencana  Detail Tata Ruang Kota dilaksanakan dalam 
rentang waktu 20 (dua puluh) tahun, atau sesuai dengan masa 
berlaku Rencana Tata Ruang Wilayah, dan ditinjau kembali 
setiap 5 (lima) tahun Sedangkan tujuan dilaksanakannya 
penyusunan RDTR adalah sebagai berikut: 
1. Menciptakan lingkungan yang sehat, teratur, aman serta 
efisien dengan memberikan  fasilitas pelayanan yang 
lengkap, tepat dan memenuhi persyaratan dengan 
memperhatikan kaidah/norma-norma sosial kultural 
setempat. 
2. Menyusun  suatu   produk   rencana   tata   ruang   yang 
merupakan pedoman bagi  Pemerintah Kabupaten/Kota 
dalam mengatur, mengawasi, mengarahkan, dan 
mengendalikan pembangunan dalam rangka : 
 Tertib pembangunan 





 Mewujudkan  hubungan fungsi yang serasi antara satu 
kegiatan dengan kegiatan yang lain yang ada di 
wilayah perencanaan 
 Menyusun  suatu   produk   rencana   tata   ruang   yang 
merupakan pedoman bagi  masyarakat 
Kabupaten/Kota dalam  melakukan  pembangunan, 
terutama dalam pembangunan fisik di wilayah 
perencanaan. 
 Mewujudkan  struktur  hierarki  pelayanan  kota  yang 
sesuai dengan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan 
demografi di kawasan perencanaan  
 Mewujudkan perkembangan di daerah Unit 
Pengembangan secara terpadu yang dapat menjamin 
keterpaduan  antar   kegiatan   dan   antar   kawasan   
di wilayah Unit Pengembangan secara selaras, serasi, 
dan efisien. 
2.10 Peraturan Kepala BIG Nomor 16 Tahun 2014 Tentang   
Tata Cara Pengelolaan Peta Rencana Tata Ruang  
Sesuai Peraturan Kepala BIG Nomor 16 Tahun 2014 
Tentang Tata Cara Pengelolaan Peta Rencana Tata Ruang. 
Dalam peraturan ini memuat tentang Ketelitian Peta 
sebagaimana dijelsakan sebagai ketepatan, kerincian dan 
kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan 
tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem 
referensi geometris, skala, akurasi, atau kerincian basis 
data, format penyimpanan secara digital termasuk kode 
unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, 
arsiran dan notasi, serta kelengkapan muatan Peta.  
Dalam peraturan tersebut memuat 4 proses penting 
dalam melakukan proses pembuatan peta RDTR meliputi: 
- Pengumpulan Data Geospasial 
Dalam pembutaan DG tersebut yang 
dibutuhkan adalah data peta dasar dan peta tematik 
tertentu yang siap diproses lebih lanjut dalam format 





persetujuan dari kemetrian/ lembaga dan pemerintah 
daerah. Data yang dibutuhkan dalam proses 
pengumpulan data tersebut merupakan data dalam 
bentuk basisdata geosapasial yang siap dilakukan 
pemrosesan lebih lanjut. 
- Pemrosesan Data Geospasial 
Dalam proses pemrosesan tersebut dilakukan 
setelah tahap pengumpulan DG selesau dilaksanakan, 
dimana dalam pemrosesan DG harus memperhatikan 
metode spasial dan stansar tertentu. Metode proses 
spasial meliputi penyamaan sistem proyeksi 
geometris, generalisasi, kodefikasi digital, dan indeks 
lembar Peta luaran. Yang kemudian dilakukan 
analisis untuk penyususunan Peta RDTR.  
Sistem proyeksi yang harus digunakan dalam 
pembutaan DG dengan menggunakan Universal 
Transverse Mercator (UTM) atau sistem proyeksi 
lain sesuai kebutuhan aplikasi tertentu. Sistem 
Proyeksi Peta Dasar dan Peta Tematik  yang  
digunakan dalam penyusunan Peta Rencana Tata 
Ruang tidak sama, harus dilakukan transformasi. 
Dalam melakukan  transformasi harus mengikuti 
rumusan dengan ketentuan menggunakan empat titik 
sekutu, maka transformasi dilakukan dengan 
menggunakan transformasi conform. Serta 
transformasi dilakukan dengan menggunakan 
transformasi affine; dan sisa kesalahan atau residu 
maksimal yang diperbolehkan adalah 2 (dua) mm 
pada skala peta. 
Generalisasi dialakukan dalam beberapa 
tahapan meliputi, Pemilihan objek elemen dengan 
mempertahankan ciri dan karakter aslinya, 
penyederhanaan dengan menghilangkan sebagian 
bentuk ketidakaturan akibat proses pengecilan skala, 





sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 
penggabungan objek-objek dalam suatu peta ke dalam 
unsur dominan dan menampilkan suatu objek di peta 
yang tidak dapat ditampilkan sesuai ukuran 
sebenarnya dengan menggunakan simbolisasi sesuai 
spesifikasi yang ditetapkan. 
 Kodefikasi digital dapat dibedakan kedalam 3 
unsur meliputi kodefikasi unsur tata ruang, nama 
unsur dan simbolisasi. Simbolisasi unsur tata ruang 
dibuat dalam suatu rangkaian simbol, warna, arsiran, 
ataupun notasi, menggunakan model acuan yang akan 
menjamin keseragaman visualisasi. Untuk simbolisasi 
dalam peta cetak, semua peta harus dilengkapi dengan 
legenda dan indeks lokasi yang mengacu kepada 
indeks lokasi Peta Dasar pada skala yang sesuai. 
Selain simbol, warna, arsiran ataupun notasi 
simbolisasi unsur tata ruang juga memuat daftar kode 
unsur baku dalam kodefikasi data dan template 
visualisasi  untuk  semua jenis peta dan skala. Daftar 
kode unsur baku dalam kodefikasi data dan template 
visualisasi ditetapkan dan disediakan oleh BIG. 
Indeks peta rencana tata ruang disusun sesuai 
dengan kode wilayah administrasi yang ditetapkan 
oleh Instansi Pemerintah yang diberi tugas di bidang 
pemerintahan dalam negeri. Dalam hal suatu wilayah 
harus digambarkan menjadi beberapa lembar Peta 
Rencana Tata Ruang, maka pembagian lembar dan 
penomoran  Peta Rencana Tata Ruang harus 
disesuaikan dengan sistem indeks Peta Dasar nasional 
yang ditetapkan oleh BIG. 
Analisis merupakan kegiatan analisis Peta 
Dasar dan Peta Tematik secara  bersama-sama  untuk 
memperoleh suatu gambaran Rencana Tata Ruang 
yang berbasis spasial. Analisis Informasi Geospasial 





dan Peta Tematik yang  telah dilakukan penyamaan. 
Analisis IG dilaksanakan dalam format basisdata 
geospasial. 
Pemrosesan DG meliputi sistem proyeksi dan 
sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat 
ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar 
nasional serta format, basisdata, dan metadata yang 
dapat dengan mudah diintegrasikan dengan IG lain. 
DG yang telah memenuhi standar dianalisis sesuai 
dengan kebutuhan penataan ruang. Data hasil 
pemrosesan DG dan DG yang telah dianalisis 
disimpan dalam sistem basisdata geospasial. 
- Penyajian 
Penyajian harus menggunakan skala yang 
ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data 
dan tujuan pembentukan Peta Rencana Tata Ruang. 
Penyajian dilakukan dalam bentuk peta digital yang 
dapat diakses dengan perangkat keras dan perangkat 
lunak tertentu dan peta cetak berbentuk lembaran dan 
album peta. 
- Penyimpanan 
Penyimpanan DG dilakukan terhadap Peta 
Rencana Tata Ruang yang telah selesai  disusun 
berikut dengan DG dan IG penunjang yang digunakan  
di  dalam proses pengumpulan, pemrosesan, dan 
penyajian. Penyimpanan dilakukan terhadap Peta 
Rencana Tata Ruang yang berbentuk digital dan 
cetakan. Penyimpanan dilakukan sesuai dengan 
standar penyimpanan DG dan IG sesuai dengan 










3.1 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di BWP Lumajang, 
Kecamatan Lumajang dan Sukodono, Kabupaten Lumajang, 
Jawa Timur seperti yang terlihat dalam peta lokasi dibawah 
ini.  
 
Gambar 3. 1 Lokasi penelitian 
(Sumber: Citra Satelit Google Earth) 
Secara administratif Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) 
terletak pada 8°4’38,87” LS - 8°9’22,53” LS dan 
113°12’4,458’’ BT - 113°16’30,124” BT dengan luas wilayah 
35,27 km2 yang terdiri dari 13 desa, dimana 6 desa berada di 
Kecamatan Sukodono dan 7 lainnya berada di Kecamatan 
Lumajang. BWP Lumajang berbatasan dengan wilayah 
Kecamatan lain diantaranya :  
- Sebelah Utara : Kecamatan Sukodono dan 
Kecamatan Kedungjajang, dan 
Kecamatan Padang 






- Sebelah Timur : Kecamatan Tekung, Kecamatan 
Randuagung, dan Kecamatan 
Jatiroto 
- Sebelah Barat : Kecamatan Sukodono dan 
Kecamatan Padang 
3.2 Data dan Peralatan 
3.2.1. Data 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir 
ini, antara lain: 
a. Citra satelit Pleiades 1-A dengan ketelitian 
pankromatik 0,5 m dan keteitian multispektral 2 m di 
BWP Lumajang yang telah dilakukan orthorektifikasi. 
b. Peta RDTR Hasil Perencanaan BWP Lumajang tahun 
2013-2033 
c. Data Validasi Batas Administratif BWP Lumajang 
pada Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Sukodono 
dari BAPPEDA Lumajang tahun 2016 
d. Data kontur interval 5 meter BWP Lumajang 
e. Peta RTRW Kabupaten Lumajang tahun 20012-2032 
3.2.2. Peralatan 
Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian tugas 
akhir ini, antara lain: 
   1. Perangkat Keras (Hardware) 
 PC/Laptop untuk pengolahan data citra satelit, 
analisa data hasil pengolahan, dan penulisan 
laporan. 
 Alat Tulis Kantor (ATK) 
   2. Perangkat Lunak (Software) 
 Sistem operasi Windows; 
 Microsoft Office untuk penulisan laporan dan 
mengolah data angka tabular; 
 ArcGIS untuk pengolahan digitasi, analisa spasial 




3.3 Metodologi Penelitian 
     Tahapan yang akan dilaksanakan dalam penelitian tugas 
akhir ini adalah seperti pada diagram alir yang ditunjukkan       
pada gambar 3.2 berikut: 
Mulai
Identifikasi Awal
pembuatan  peta dasar skala 1:5000 dari citra satelit 
resolusi tinggi yang telah dilakukan orthorektifikasi 
pada BWP Kecamatan Lumajang
Studi Literatur
Pengumpulan Data
-Citra satelit Pleiades 1-A dengan ketelitian 
pankromatik 0.5m dan ketelitian multispektral 2 m di 
BWP Kecamatan Lumajang 
- Peta RTRW Kabupaten Lumajang 2012-2032
- Peta RDTR Hasil Perencanaan 2013-2033
Pengolahan Data








Gambar 3. 2 Diagram alir tahapan penelitian 





3.3.1 Tahap Persiapan 
Pada tahap pengerjaan tugas akhir ini, proses yang 
harus yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
i. Identifikasi Awal 
Identifikasi awal, bertujuan untuk 
mengidentifikasi permasalahan. Identifikasi awal 
berupa indentifikasi dalam pembuatan  peta dasar, 
peta tematik, dan peta RDTR dengan skala 1:5000 
dari sumber data citra satelit resolusi tinggi Plaiades 
yang telah dilakukan orthorektifikasi pada BWP 
Lumajang, Kabupaten  Lumajang, Jawa Timur.  
ii. Studi Literatur 
Bertujuan untuk mendapatkan referensi yang 
berhubungan dengan cara pengolahan data citra 
satelit Pleiades berkaitan dengan proses digitasi peta, 
pembuatan peta dasar sesuai dengan ketelitiann peta 
dasar yang sesuai dengan Modul Validasi Peta 
Rencana Tata Ruang terkait sumber data dan peta 
dasar BIG. Selain itu untuk mengetahui langkah yang 
harus dilakukan dalam pembuatan peta RDTR BWP 
Lumajang sesuai dengan Peraturan Kepala BIG 
Nomor 16 Tahun 2014 serta pedoman untuk 
pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau dan pola 
ruang dikawasan perkotaan. 
3.3.2 Tahap Pelaksanaan  
i. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan untuk mencari data-
data yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian 
tugas akhir ini. Data tersebut dapat berupa data 
sekunder yang dapat menunjang proses penelitian 
tugas akhir ini. 
ii. Pengolahan Data 
Adapun alur dari tahap pengolahan data yang 
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Pembutan Peta Penggunaan Lahan 
Eksisting sesuai dengan RTRW 
Peta Penggunaan Lahan 
Eksisting BWP Lumajang 
 
Gambar 3. 3 Diagram alir proses pengolahan data 
Penjelasan diagram alir Tahapan Pengolahan Data 
adalah sebagai berikut : 
1. Digitasi Unsur Peta Dasar 
Digitasi merupakan proses melakukan 
interpetasi citra kedalam format file (.shp). 
Ketentuan umum yang harus diperhatikan dalam 
digitasi peta dasar adalah datum horizontal yang 
digunakan yaitu WGS 84/SRGI 2013 dengan zona 
wlayah 49 S, kesesuaian nama file unsur sesuai 
dengan objek/unsur yang diploting dan penarikan 
garis sesuai dengan kenampakan citra. Dalam 
proses digitasi peta dasar tersebut dibutuhkan 3 





pembuatan, berikut data yang diperlukan adalah 
data Citra satelit Pleiades 1-A dengan ketelitian 
pankromatik 0,5 m dan keteitian multispektral 2 m 
di BWP Lumajang yang telah dilakukan 
orthorektifikasi, Data Validasi Batas 
Administratif BWP Lumajang pada Kecamatan 
Lumajang dan Sukodono dari BAPPEDA 
Lumajang tahun 2016, dan kontur interval 5 
meter.  
Digitasi ini dilakukan sesuai dengan formulir 
Quality Control (QC) Digitasi Unsur Peta 
Rupabumi Skla 1:5000 (Lampiran 1). 
- Digitasi berdasarkan interpretasi citra untuk 
menghasilkan data file dengan format (.shp) 
yang dilakukan dengan software ArcGIS. Hasil 
yang didapatkan berupa  5 unsur penting dalam 
pembutan peta dasar yang meliputi: 
1). Penggunaan lahan eksisiting (poligon) 
2). Perairan (poligon dan garis) 
3). Bangunan (poligon) 
4). Jaringan Jalan (poligon dan garis) 
5). Toponimi (point) 
- Batas administrasi BWP didapakan dari batas 
administrasi yang dimiliki oleh BAPPEDA 
Lumajang. 
2. Topologi 
Topologi dilakukan setelah semua proses 
digitasi unsur peta dasar telah diselesaikan, 
topologi ini bertujuan untuk mengkoreksi 
kesalahan yang terjadi dalam proses digitasi peta 
dasar. Dalam proses topologi ini dlakuka sesuai 
dengan aturan dan formulir QC Topologi Check 
dan Atribut Data (Lampiran 2) yang telah 
ditetapkan oleh BIG. Sehingga hasil yang 




3. Isi Atribut Peta Dasar 
Pengisian atribut peta dasar  ini dilakukan 
dengan mengisi database file (.shp) hasil digitasi 
citra sesuai pedoman pengisian yang telah diatur 
oleh BIG sepertiyang ditunjukkan pada Lampiran 
2 tentang formulir QC Topologi Check dan 
Atribut Data. 
4. Pembuatan Peta Penggunaan Lahan Eksisiting 
sesuai dengan RTRW  
Pembuatan Peta Penggunaan Lahan 
Eksisiting ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan 
yang dibutuhkan dalam pembutana dan kebutuhan 
peta perencanaan, Dalam pembuatan peta 
penggunaan lahan eksisiting tersebut juga melihat 
dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh BWP 
lumajang dari data RTRW Kabupaten Lumajang 
tahun 2012-2032.  
5. Analisa Kesesuaian Peta RDTR dengan Peta 
RDTR Hasil Perencanaan Lumajang tahun 2013-
2033.  
Dalam proses analisa tersebut 
membandingkan data hasil pembutan peta RDTR 
Hasil Perencanaan yang telah dibuat terkait 
kesesuaian peruntukan lahan yang digunakan, 
analisa spasial lokasi yang memeliki kesamaan, 
serta melakukan evaluasi terkait penggunaan 
lahan yang tidak sesuai dengan RDTR Hasil 
Perencanaan Tahun 2013-2033 yang mengacu 
pada RTRW Kabupaten Lumajang 2012-2032 
sebagai dasar penyusunan RDTR BWP 
Lumajang. Serta analisa terhadap Peraturan 
Kepala BIG No 16 Tahun 2014 untuk melihat 
kesesuaian dengan peta yang ada saat ini. Yang 








6. Pembuatan Peta RDTR BWP Lumajang  
Dalam pembuatan peta RDTR ini 
mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh 
BIG terkait Tata Cara Pengolahan Peta 
Rencana Tata Ruang yang diatur dalam 
Peraturan Kepala BIG No. 16 Tahun 2014 
dimana mengatur pembuatan peta rencana tata 
ruang menggunakan peta dasar dan peta 
tematik melalui metode spasial yang 
ditentukan  yang meliputi penyamaan sisitem 
proyeksi geometris, generalisasi, dan 
kodefikasi digital. 
3.3.3 Tahap Akhir 
i. Analisa Data 
Dilakukan proses analisa pada hasil penelitian 
yang telah dilaksanakan dengan melihat 
kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan Peraturan 
Kepala BIG No 16 Tahun 2014 sesuai dengan 
kebutuhan RDTR BWP Lumajang sesua dengan 
peruntukan RTRW Kabupaten Lumajang tahun 
2012-2032. 
ii. Penyusunan Laporan 
Melakukan pembutan laporan hasil akhir dari 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Digitasi Unsur Peta Dasar 
Dalam digitasi unsur peta dasar terdapat dua aturan dasar 
yang harus dipenuhi dimana dalam aturan mengatur tentang 
ketentuan umum dan hasil digitasi. Berdasarkan hasil yang 
telah didapatkan dari proses pembuatan peta dasar yang 
dilakukan dengan menganut pada aturan Modul V Digitasi 
Unsur Peta Dasar yang dikeluarkan oleh BIG. Dalam 
pengolahan data dari citra terothorektifikasi pada wilayah BWP 
Lumajang didapatkan hasil berupa peta dasar dalam format 
vektor yang digunakan sebagai peta acuan dasar yang 
digunakan dalam proses pembuatan peta tematik dan peta tata 
ruang. Hasil dalam proses digitasi tersebut didapatkan sesuai 
dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh BIG dalam 
formulir QC Digitasi Unsur Peta Rupabumi Skala 1:5000 
(Lampiran 1).  
Dalam proses pembuatn peta tersebut yang didapatkan 
dari hasil digitasi unsur dasar yang ada pada wilayah tersebut 
berikut ini merupakan 46 unsur yang termasuk dalam BWP 
Lumajang berdasarkan citra satelit resolusi tinggi yang 
digunakan. 
Tabel 4. 1 Hasil Unsur Digitasi Peta Dasar  
No Unsur Peta Dasar Parameter 
1 BWP BWP 
2 jaringan transportasi  Jaringan Jalan (As) 
  Jaringan Jalan (Poligon) 
  Jaringan Jalan (Garis Tepi) 
3 Bangunan  Bangunan  
4 Kontur  Kontur inteval 5m 
5 Penggunaan Lahan Alun-Alun 
  Awan 
  Bank 
  Gardu_Listrik.shp 




No Unsur Peta Dasar Parameter 
  Gereja.shp 
  Jalan.shp 
  Kantor_Pemerintahan.shp 
  Kantor_Polisi.shp 
  Kantor_Swasta.shp 
  Kantot_SATPOLPP.shp 
  Klinik.shp 
  Kolam.shp 
  Kolam_Renang.shp 
  KORAMIL.shp 
  Ladang.shp 
  Lahan_Terbuka.shp 
  Lapangan_Olahraga.shp 
  Lapas.shp 
  Makam.shp 
  Masjid.shp 
  Pekarangan.shp 
  Pendidikan_Dasar.shp 
  Pendidikan_Menengah_Atas.shp 
  Pendidikan_Menengah_Pertama.sh 
  Pendopo.shp 
  Perkebunan.shp 
  Perkebunan_Campuran.shp 
  Permukiman.shp 
  Rumah Sakit.shp 
  Rumah_Tinggal 
  samsat.shp 
  sawah.shp 
  SPBU.shp 
  stadion.shp 
  sungai.shp 
6 Perairan Sungai (As) 
  Sungai (Poligon) 






No Unsur Peta Dasar Parameter 
7 Toponimi Toponimi 
   
- Batas Administrasi dan BWP 
Batas administrasi yang didapatkan merupakan batas 
hasil validasi yang telah dilakukan tahun 2016 oleh 
BAPPEDA Kabupaten Lumajang seperti yang terlihat 
dalam Gambar 4.1 Batas Administrasi.  
 
Gambar 4.  1 Batas Administrasi 
Dalam aturan BIG terdapat syarat yang harus dipenuhi 
batas administarsi Kabupaten/Kota yang tergambar harus 
sesuai dengan pendetilan dari citra. Dalam beberapa kasus 
penentuan batas wilayah yang mengikuti kenampakan 
alam seperti sungai harus mengikuti as sungai, dan yang 
berbatasan dengan jalan raya harus mengikuti as jalan, 
Namun dalam hasil validasi tersebut terdapat batas yang 




pengecekkan ulang dalam lapangan terhadap beberapa 
batas yang kurang sesuai tersebut. 
 
Gambar 4.  2 Batas Administrasi, As Jalan dan 
As Sungai 
Bagian wilayah Perkotaan (BWP) biasanya ditetapkan 
berdasarkan batas administrasi atau batas fisik kota. Batas 
fisik kota dapat dilihat dari citra satelit, dimana tutupan 
lahan perkotaan didominasi oleh lahan terbangun. BWP 
dijadikan sebagai dasar batasan wilayah yang dilakukan 
dalam melakukan digitasi peta dasar yang diperlukan, 
dalam penentuan BWP ini didapkan dari BAPPEDA 
Kabupaten Lumajang terkait untuk mengembangkan 
wilayah sesuai dengan ketentuan RTRW yang dijadikan 
sebagai acuan dasar dalam menentukan BWP ini. BWP 











Gambar 4.  3 Batas Bagian Wilayah Perkotaan 
Lumajang 
- Digitasi Unsur Bangunan dan Fasilitas Umum 
Digitasi unsur peta rupabumi 2 Dimensi untuk 
kategori bangunan dan fasilitas umum harus memenuhi 
ketentuan bahwa semua bangunan diplot sesuai dengan 
ukuran dan bentuk sebenarnya, bangunan diplot pada atap 
bangunan, dan kumpulan bangunan/gedung yang berjarak 
rapat antara satu dengan yang lain dibuat sebagai satu 
kesatuan, dan dipisahkan dengan garis sharing boundary. 
Digitasi bangunan dan fasilitas umum terbangun harus 
rectangel, dimana mengikuti aturan harus sesuai dengan 
kenampakan asli bangunan dan fasilitas umum. Hal ini 
dikarenakan dalam pemanfaatan pola ruang harus sesuai 
dengan persil bidang area terbangun. Dalam digitasi unsur 
bangunan dan fasilitas umum terdapat beberapa kesulitan 
ketika pada area permukman padat penduduk dimana batas 
antar atap bangunan sulit ntuk di interpretasi. Selain itu 
dikarnakan aturan digitasi unsur bangunan yang tidak 




menjadi kendal yang dihadapi dalam proses digitasi pada 
area pemukiman yang padat bangunan. 
 
Gambar 4.  4 Hasil Digitasi Bangunan dan Fasilitas 
Umum  
- Jaringan Jalan  
Digitasi unsur peta rupabumi untuk jaringan jalan harus 
memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh BIG. 
Semua jaringan transportasi yang dapat terlihat pada citra 
harus diplot sesuai dengan keadaan sebenarnya. Unsur 
terpenting dalam digitasi jaringan jalan adalah pada garis 
tengahnya (centerline) atau yang disebu denagn As Jalan. 
Seperti yang ditunjukkanpada hasil gambar 4.5 dimana 
semua unsur jaringan  jalan yang terlihat harus 






Gambar 4.  5 Hasil Digitasi As Jalan  
Digitasi jaringan transportasi dilakukan pada garis 
tengahnya (centerline) yang biasanya disebut sebagai As 
Jalan apabila terdapat ada jaringan jalan dengan lebar bahu 
jalan ≥ 2,5 meter sesuai dengan ketentuan digitasi dalam 
skala 1:5000. Apabila badan jalan ≤ 2,5 meter cukup 
dengan garis tengah sebagia jaringan jalan.  
Dalam melakukan digitasi unsur jaringan jalan terdapat 
unsur penting lain yaitu badan jalan. Badan jalan ini 
penting untuk menentukan aspek pengunaa lahan, setiap 
badan alan memiliki lebar yang bervariasi sesuai dengan 
fungsi jalan yang berbeda, berdasarkan hasil digitasi badan 
jalan denga lebar badan jalan yang bervariasi maka dapat 
diketahui fungsi dari setiap jaringan jalan. Dimana dalam 
hasil digitasi unsur jaringan jalan ini dibedakan atas 4 
fungsi. 
Tabel 4. 2 Lebar badan jalan  
Funsi jalan Lebar Badan Jalan (m) 
1. Jalan Ateri 8 
2. Jalan kolektor 7 
3. Jalan lokal 5-6 
4. Jalan lingkungan 3-2,5 




Berdasarkakan fungsi tersebut pada peta hasil digitasi 
jalan BWP Lumajang didaptkan hasil sesuai dengan fungsi 
jalan sebagai berikut: 
Tabel 4. 3 Jumlah Fungsi jalan pada BWP Lumajang 
Funsi jalan Jumlah  
Jalan Ateri 8 
Jalan kolektor 11 
Jalan lokal 259 
Jalan lingkungan 537 
Jalan setapak 4 
Dalam melakukan digitasi badan jalan dapat 
menggnakan analisa spasial buffer, dimana dengan melihat 
lebar jalan yang sesuai dengan fungsi jalan seperti yang 
ditunjukkan oleh tabel lebar badan jalan. Hal ini 
menghasilkan hasil digitasi yang rapi dimana akan terlihat 
seperti kenampakan asli dalam citra, seperti yang terlihat 
pada gambar 4.6 hasil digitasi badan jalan. 
Semua jaringan transportasi yang ada pembatas tengah 
atau lebarnya ≥ 0,5 mm x skala peta harus diplot 3 garis (2 
bahu jalan dan 1 pembatas tengah sebagai centerline). 
Dalam jaringan jalan apabila terdapat jalan yang memiliki 
lebar badan jalan ≥ 2,5 meter maka harus dilengkapi 
dengan garis tepi poligon badan jalan disepanjang badan 
jalan tersebut. Dalam pembuatan jalan garis tepi badan 
jalan ini dapat menggunakan tools pada Arctoolbox yang 
berupa Feature to Line dari sharpfile badan jalan yang 
telah dibuat.  Seperti yang terlihat pada gambar 4.7 Hasil 






Gambar 4.  6 Hasil Digitasi Badan Jalan  
 
Gambar 4.  7 Hasil Digitasi Jalan Garis Tepi Badan 
Jalan  
Dalam melakukan digitasi jaringan jalan harus 
menyertakan seluruh unsur jaringan transpotasi yang  tidak 





Gambar 4.  8 Hasil Digitasi Semua Unsur 
Jaringan Jalan  
Dalam digitasi jaringan jalan semua unsur harus terlihat 
sehingga apabila terdapat sungai jaringan jalan ini harus 
terhubung dan tidak boleh potong oleh unsur perairan. 
Dalam hal ini apabila terdapat badan jalan dan badan 
sungai maka harus dilakukan analisa spasial clip pada 
badan sungai apabila dilakukan penyimpanan dalam 
database jaringan jalan. Sehingga tidak terdapat jalan yang 
terputus oleh jaringan perairan.  
Berikut hasil digitasi seluruh unsur jaringan jalan dalam 






Gambar 4.  9 Hasil Digitasi jaringan jalan 
- Perairan 
Digitasi unsur perairan dapat dilakukan dengan 
menginterpretasi dengan melihat tampilan citra yang 
menunjukkan warna yang hitam dan cenderung tidak 
memiliki bayangan. Digitasi untuk kategori perairan atau 
jaringan sungai harus dimulai dari sungai besar dilanjutkan 
dengan anak sungai, dan kemudian sungai musiman, 
pengelompokan tersebut berdasarkan kriteria berikut: 
Tabel 4. 4 Ukuran Lebar sungai 
Fitur Ukuran Lebar sungai 
Sungai besar lebar sungai≥ 0,5 milimeter x skala peta 
Anak sungai/ 
sungai Kecil 




Lebar sungai < 0,5 milimeter x skala 
peta, 
dan sungai tidak selalu tergenang air  
Berikut ini hasil digitasi sungai sesuai dengan nama  
dan tipe sungai yang dihasilkan: 





Sungai besar 7 
Sungai Kecil 3 
Proses digitasi harus dimulai dari hulu ke muara. Dalam 
satu daerah aliran sungai, segmen garis sungai harus 
terhubung satu dengan lainnya membentuk satu jaringan 
yang bermuara pada satu titik. Dalam digitasi as sungai 
sama dengan proses digitasi pada as jalan.  
 
Gambar 4.  10 Hasil Digitasi As Sungai 
Dalam digitasi badan sungai sama seperti pada digitasi 
badan jalan, namun dalam digitasi badan sungai tidak 
semua dapat dilakukan dengan analisa spasial buffer 
seperti yang dilakukan pada badan jalan. Analisa spasial 
tersebut dapat dilakuakan pada sugai dengan tipe irigasi 
teknis dimana memiliki lebar bdan sungai yang relatif 
sama, namun untuk sungai alami harus dilkaukan digitasi 






Gambar 4.  11 Hasil Digitasi Badan Sungai  
Selain itu unsur perairan yang dilakukan digitai adalah 
unsur saluran irigasi. Seperti yang ditujukan oleh gambar 
4.12 yang menunjukan jaringan saluran irigasi. 
 





Gambar 4.  13 Hasil Digitasi Garis Tepi 
Badan Sungai 
Sama halnya dengan digitasi pada badan jalan, dalam 
digitasi unsur perairan yang memiliki bentuk tutupan lahan 
sebagai luasan/poligon harus menyertakan garis tepi badan 
sungai mengikuti alur jalur tepi lebar sungai.  Daam 
pembuatan garis tepi badan sungai dapat menggunakan 
tools pada Arctoolbox yang berupa Feature to Line dari 
sharpfile badan jalan yang telah dibuat.  Sehinga tampak 
seperti pada hasil gambar 4.13.  
 






Dalam melakukan digiasi unsur perairan semua 
unsur yang nampak pada citra harus tergambarkan semua, 
dalam melakukan hal ini terdapat kesulitan apabila sungai 
yang tampak terhalagi oleh rimbunnya pepohonan dan 
unsur awan yang menutupi area. Sehingga harus 
mengunakan data bantuan beupa data sekunder atau 
dengan meliahat tampilan cira dari sumber lain seperti 
pada Google Earth. Hasil tampilan seluruh hasil digitas 
unsur perairan yang telah dilakukan nampak pada gambar 
4.14.   
- Toponimi 
Toponimi Toponim merupakan representasi sebaran 
objek penting, fasilitas umum dan sosial. Data toponim 
didapatkan dari hasil lapangan dan interpretasi. 
Karakteristik data toponim yaitu ditempatkan pada lokasi 
yang mewakili objek-objek dan menjelaskan tidak hanya 
tipe objek, tetapi sampai pada nama objek.  
 
Gambar 4.  15 Toponimi 
- Tutupan Lahan 
Konsep penutup lahan yang terdapat dalam standar 
ini menggunakan pendekatan pengindraan jauh, sehingga 




antara penutup dan penggunaan lahan. Klasifikasi 
penggunaan/tutupan lahan yang digunakan adalah 
klasifikasi tersendiri yang dibuat secara sederhana yang 
banyak mencirikan penggunaan lahan pada area 
budidaya/aktifitas manusia dan disesuaikan dengan 
kebutuhan pemetaan RDTR yang nanti dibutuhkan. 
 
Gambar 4.  16 Tutupan Lahan BWP Lumajang 
4.2 Topologi dan Data Atribut  
Berdasarkan proses Topologi yang dilakukan terdapat 
beberapa aturan yang terkait dengan proses tersebut yang 
secara rinci dijelaskan dalam modul validasi peta dasar. 
Berikut ini merupakan hasil dari proses analisa spasial dengan 
menggunakan topologi untuk memastikan tidak adanya 






Gambar 4.  17 Hasil Topologi 
Dalam gambar tersebut terdapat satu kesalahan dikarenakan 
kesalahan tersebut merupakan pembatas yang bertujuaan 
untuk menunjukkan batas dari wilayah tersebut. Dalam hasil 
tersebut menunjukkan bahwa kesalahan dalam peta vektor 
format .shp tersebut telah ditiadakan atau telah dilakukan 
proses perbaiakn terhadap kesalahn tersebut dengan metode 
yang ada pada proses topologi.  
Data atribut merupakan keterangan dari sebuah objek 
geografis, yang dalam atribut tersebut 
memberikan klasifikasi, nama, tipe, dan keterangan lainnya. 
Data ini digunakan untuk klasifikasi penggunaan lahan yang 
selanjutnya dapat dibedakan berdasarkan tipe penggunaan 
lahan. Dalam pengisian data atribut ini tidak ada unsur digitasi 
yang tidak memiliki keterangan tipe penggunaan lahan. Selain 
memudahkan dalam pengolahan peta ke tahap berikutnya, hal 
ini bertujuan untuk penyimpanan database yang seragam 
sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam penggunaan 
kebutuhan pemetaan RDTR yang nanti dibutuhkan. Berikut 
hasil pengisian atribut yang sesuai dengan aturan dalam 
formulir QC Topolog Check dan Atribut Data dimana semua 




penggunaan lahan. Dalam tipe penggunaan lahan ini 
disesuaikan dengan kebutuhan yang digunakan oleh peta tata 
ruang dimana dalam pengisian atribut terdapat beberapa tema. 




Gambar 4.  18 Data Atribut Bangunan 
(Sumber: Doumentasi Pribadi) 
Dalam proses pengisian atribut tersebut didapatkan 
nama dan klasifikasi penggunaan lahan berdasarkan pada 
aturan BIG yang terdapat pada Modul Validasi Peta 
Rencana Tata Ruang. Dalam pengisisn tersebut dilihat dari 
data sekunder yang didapatkan dari data sekunder. 
Berdsarkan data tersebut setiap bangunan dan fasilitas 
umum yang terlihat pada tampilan citra. Berdasarkan sata 
tersebut didapatkan hasil 33.751 unsur bangunan yang 
kemudian dilakukan pengklasifikasian berdasarkan 





b. Jaringan Jalan  
 
Gambar 4.  19 Data Atribut Jaringan Jalan 
(Sumber: Doumentasi Pribadi) 
Dalam proses pengisina atribut pada jaringan jalan 
tersebut data yang digunakan berdasarkan data sekunder 
yang didapatkan dari BAPPEDA Kabupaten Lumajang, 
dimana dalam pengisian atribut tersebut juga dilakukan 
pengecekkan pada data google map untuk melihat data 






Gambar 4.  20 Data Atribut Perairan 
(Sumber: Doumentasi Pribadi) 
Data atribut perairan tersebut didapatkan dari data 
sekunder yang digunakan, namun terdapat beberapa nama 
sungai yang tidak diketahui namanya digunakan pengisian 
berdasarkan nama desa yang dilalui oleh sungai tersebut. 
d. Toponimi 
 
Gambar 4.  21 Data Atribut Toponimi 
(Sumber: Doumentasi Pribadi) 
Data toponimi meliputi nama unsur dan sumber data 
saja, dimana ini digunakan sebagai penglengkap dalam 
pembuatan peta dasar. Data toponimi ini meliputi data 






e. Tutupan Lahan 
 
 
Gambar 4.  22 Data Atribut Tutupan Lahan 
(Sumber: Doumentasi Pribadi) 
Tutupan lahan yang ada di studi kasus ini berjumlah 
46 klasifikasi yang semua unsurnya digabungkan dalam 
satu file .shp penutupan lahan. Dalam penutupan lahan ini 
semua unsur objek yang berbentuk poligon yang dapat 
digunakan untuk menentikan analisa spasial berupa luasan. 
4.3 Penyimpana Peta  
  Hasil dari penyimpana peta (folderisasi) ini bertujuan 
untuk menyamakan seluruh penyimpanan yang nantinya akan 
memudahkan dalam melakukan proses inventarisasi dan 
dalam proses penyimpanan. Sehingga antara peta dasar 
wilayah satu dengan yang lainya memilki format 
penyimpanan yang sama. Seperti pada tampilan gambar 4.22 
sebagai penyimpanan file vektor Peta yang harus dilakukan. 
 
Gambar 4.  23 Penympanan File Vektor Peta 





4.4. Bagian Wilayah Perencanaan 
Berikut hasil yang menunjukkan wilayah hasil 
perencanaan perkotaan Lumajang yang didapatkan berdasarkan 
hasil validasi batas wilayah dari BAPPEDA Kabupaten 
Lumajang pada tahun 2016. Menunjukkan perbedaan luas area 
yang terdapat pada wilayah perkotaan.  
Berdarakan perbedaan tersebut didapatkan data sebagai 
berikut: 
Tabel 4. 6 Luas Bagian wilayah perencanaan  lumajang 
No Sumber Luas Area (km2) 
1 
RDTR BWP Lumajang 2013-
2033 
32,53 
2 Validasi BAPPEDA 2016 35,27 
3 Luas tambahan BWP 2,74 
 Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada tahun 2016 
dilakukan proses validasi batas desa dengan hasil menunjukkan 
perluasan kawasan desa, sehingga luas BWP ikut pertambah. 
Dalam perluasan batas desa tersebut wilayah yang mengalami 
perluasan didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. 
4.5. Peta Dasar 
Peta RDTR ini dihasilkan berupa peta pola ruang yang 
ditampilkan dalam dua tampilan yaitu penuh satu wilaha 
dalam kertas berukuran A-1 yang memuat seluruh wilayah 
dan dalam format skal 1:5000 dalam ukuran kertas A-1. 
Dalam pengolahan data dari citra terothorektifikasi pada 
wilayah BWP Lumajang didapatkan hasil berupa peta dasar 
yang digunakan sebagai peta acuan dasar yang digunakan 
dalam proses pembuatan peta penggunaan lahan eksisting dan 






Gambar 4.  24 Hasil Peta Dasar BWP Lumajang 
Peta dasar ini memuat semua unsur yang nampak pada citra 
satelit yang meliputi batas administrasi yang telah dilakukan 
validasi batas pada tahun 2016 oleh BAPPEDA Lumajang 
beserta kepala desa setempat yang masuk dalam BWP Lumajang. 
Berikut ini pembagian lembar peta sesuai dengan aturan BIG 
sesuai dengan stdandar pembagian peta skala1:5000 sebanyak 17 
lembar indeks peta. 
 




Berikut ini merupakn hasil dari digitasi unsur peta dasar 
dalam skala 1:5000 yang ditampilkan dalam lembar 1607-5329C. 
 
Gambar 4.  26 Peta Dasar Lembar 1607-5329C BWP 
Lumajang 
Dalam peta dasar tersebut merupakan wilayah yang 
memiliki unsur penampakan dalam area pusat kota yang 
terletak pada BWP Lumajang. Dimana dalam peta tersebut 
menunjukkan lokasi pusat kota yang ditunjukkan dengan 
pusat pemerintahan Kabupaten Lumajang. 
4.6. Peta Penggunaan Lahan Eksisting  
Berikut hasil dari proses pembuatan peta Penggunaan 
Lahan Eksisiting BWP Lumajang dalam skala 1:17.000. 






Gambar 4.  27 Peta Penggunaan Lahan Eksisiting BWP 
Lumajang Skala 1:17.000 
Dalam pengolahan data dari citra terothorektifikasi pada 
wilayah BWP Lumajang didapatkan hasil berupa peta dasar 
yang selanjutnya dilakukan proses analisa ksesuain dengan 
data RDTR BWP Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 
2013-2033 sehingga mendapatkan hasil berupa Peta 





Gambar 4.  28 Hasil Peta Penggunaan Lahan Eksisiting 
Lembar 1607-5329C Skala 1:5000 
Dalam lembar peta tersebut menunjukkan hasil pembuatan 
peta penggunaan lahan eksisiting yang telah disesuaikan dengan 
unsur penggunaan lahan yang terdapat pada peta RDTR BWP 
Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2033.  
4.7. Peta RDTR 
Dalam pengolahan data dari citra terothorektifikasi pada 
wilayah BWP Lumajang didapatkan hasil berupa peta dasar 
seperti yang dihasilkan pada hasil sebelumnya. Berikut ini 







Gambar 4.  29 Hasil Peta RDTR Pola Ruang 2013-
2033 
Peta RDTR ini dihasilkan berupa peta pola ruang yang 
ditampilkan dalam dua bentuk yaitu penuh satu wilayah 
administrasi dan dalam skal 1:5000 yang dicetak pada kertas 
A1. Dalam pengolahan data dari citra terothorektifikasi pada 
wilayah BWP Lumajang didapatkan hasil berupa peta dasar 
seperti yang dihasilkan pada hasil sebelumnya.  
 




Dalam pengolahan data dari citra terothorektifikasi pada 
wilayah BWP Lumajang didapatkan hasil berupa peta dasar 
seperti yang dihasilkan pada hasil sebelumnya. Berikut ini 
merupakan hasil pembuatan lembar peta sesuai dengan NLP 
(Nomor Lembar Peta) yang  dicetak dalam ukuran A1 sesuai 
dengan pembagian peta dasar. 
Berikut ini lembar peta yang dihasilkan dalam pembuatan 
peta RDTR dalm skala 1:5000 dimana terdapat 17 nomor 
lembar peta.  
Tabel 4. 7 Nomor Lembar Peta RDTR Skala 1:5000 
No NLP  No NLP  No NLP 
1 1607-5328D  7 1607-5343A  13 1607-5417A 
2 1607-5329A  8 1607-5343B  14 1607-5417C 
3 1607-5329B  9 1607-5343C  15 1607-5431A 
4 1607-5329C  10 1607-5343D  16 1607-5431B 
5 1607-5329D  11 1607-5346A  17 1607-5431C 
6 1607-5342B  12 1607-5346B    
Dan berikut ini lembar peta yang dihasilkan dalam 
pembuatan peta RDTR dalm skala 1:5000 pada lembar peta 
1607-5329C yang emuat pusat kota Lumajang. 
 






Berdasarkan hasil pembuatn peta RDTR tersebut didapatkan 
hasil analisa terkait kelengkapan hasil pembuatan sebagai 
berikut: 
a. Kelengkapan data 
Dalam proses pembuatan peta RDTR Pola Ruang  
BWP Lumajang tersebut mengunakan data pendukung 
meliputi, peta dasar yang digunakan sebgai acuan dalam 
pembuatan peta sebagaimana yang diatur dalam  
Peraturan Kepala BIG Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
Aspek Perpetaan Untuk Penyusunan RDTR, dalam 
pembutan RDTR menggunakan peta RBI skala 1:5000, 
namun jika belum tersedia, dapat menggunakan citra 
satelit resolusi tinggi atau foto udara sebagai dasar update  
dan harus dilakukan koreksi secara geometris terlebih 
dahulu untuk melakukan koreksi dikarenakan ketelitian 
skala 1:5000 harus memiliki maksimal toleransi error  
sebesar 2,5 meter. Selain itu digunakn pula data RTRW 
Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 yang digunakan 
untuk penyususunan peta penggunaan lahan untuk 
melihat kesesuain penggunaan lahan dengan kondisi 
eksisiting pada wilayah tersebut. Dan dalam penyusunan 
RDTR digunakn pula data RDTR BWP Lumajang tahun 
2013-20133 untuk mengetahui data spasial dalam 
menentukan pola ruang yang digunakan dalam 
penyususna RDTR. 
b. Kode Unsur Digital RDTR 
Dalam penyususna data spasial RDTR tersebut 
dibendakan menjadi beberapa kalsifikasi kode unsur 
digital sesuai dengan peraturan BIG Nomor 16 Tahun 
2014 yang memuat kode unsur yang diperlukan dalam 
penyususunaan RDTR, kode tersebut digunakan sesuai 
kebutuhan wilayah studi yang digunakan sesuai dengan 
kebijakan RTRW pada BWP Lumajang. Berikut kode 




BWP Lumajang yang dibedakan atas dua peruntukan 
yaitu peruntukan Budidaya dan Zona Lindung. 








PS-1 Sempadan Sungai 
2 Zona RTH 
(RTH) RTH-1  
Sub Zona Taman dan 
Hutan kota 
  RTH-2  Sub Zona Fungsi Tertentu 
  RTH-3  Sub Zona Pekarangan 
 
Tabel 4. 9 Kawasan Budidaya BWP Lumajang  





dan Jasa (K) 
K-1 Sub Zona Tunggal 
  K-2  Sub Zona Kopel 
  K-3  Sub Zona Modern 
2 Zona Sarana 
Pelayanan 
Umum (SPU) 
SPU-1 Sub Zona Pendidikan 
  SPU-2 Sub Zona Transportasi 
  SPU-3 Sub Zona Kesehatan 
3 Zona 
Campuran (C) 
C-1 Sub Zona Perumahan dan  
Perdagangan Jasa 
  C-3 Sub Zona Perkantoran dan 
Perdagangan Jasa 
4 Zona Industri I-3 Sub Zona Industri Kecil 
dan Pergudangan 





    











PL1-A Sub Zona Tanaman 
Pangan 
  PL1-B Sub Zona Perkebunan 
  PL1-C Sub Zona Ladang 




KT-1 Sub Zona Kantor 
Pemerintah 




R-2 Sub Zona Perumahan  
Kepadatan Tinggi 
  R-3 Sub Zona Perumahan 
Kepadatan Sedang 
 
c. Informasi Tepi Peta, Warna, dan Simbol 
Dalam penyusunan tampilan peta menunjukan 
hasil yang sesuai dengan ketentuan teknis yang 
dikeluarkan oleh BIG seperti yang terlihat pada tabel 
dibawah ini: 














Arah Utara, skala 











da Peta dasar 



























d. Luas Hasil Penyusunan Pola Ruang 
Dalam proses pembuatan peta RDTR Pola Ruang  
BWP Lumajang tersebut didapatkan hasil penggunaan 
lahan yang ada di wilayah tersebut, dalam pembagian 
penggunaan lahan didasarka pada peruntukan lahan yang 
telah diatur dalam tata guna lahan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang. Dalam 
pembagian guna lahan tesebut  didapatkan pembagian 















Campuran 2856299,00  
Industri 
Pergudangan 855518,00 98208,80 
Jalan 192945,00 733036,60 
Kesehatan 190073,00 8066,03 
Militer 323900,00 311250,18 
Pendidikan 573736,00 18084,99 
Perdagangan Jasa 2206594,00 2206594,00 
Perkantoran 624422,00 624422,00 
Perumahan 10754514,00 3556657,76 
Peruntukan Lain 930224,00 930224,00 
RTH 4093508,00 9447077,51 
Sawah 1509506,00 10522002,81 
Sawah LP2B 7991529,00 7991529,00 
Stasiun 27473,00 27473,00 
Sub Terminal 114559,00 114559,00 
Terminal Barang 65727,00 65727,00 
Berikut analisa spasila yang didaptkan berdasarkan 
hasil pembuatan dilihat dari luasan area yang dihasilkan. 
 Campuran  
Pola ruang hasil perencanaan tidak didapakan pola 
ruang campuran dikarenakan dalam pembagian pola 
ruang tersebut fungsi campuran sudah termasuk 
kedalam fungsi RTH dan Perumahan dan  Perdagangan 
Jasa, dan perkantoran dimana dalam pembuatan pola 





Kementrian Pekerjaan Umum fungsi tersebut tidaklah 
sesuai dan harus dilakukan analisa dan perubahan 
sesuai dengan aturan tersebut. 
 Jalan 
Pola ruang jalan mengalami perubahan sebesar 540.092 
m2 hal tersebut dikarenakan dalam kondisi eksisiting 
jalan belum tesajkan secara keseluruan sesuai dengan 
peraturan BIG. Diamana dalam kondisi jalan RDTR 
BWP Lumajang 2013-2033 sebesar 192.945 m2 atau 0,6 
% dari Luas BWP , sehingga berdasarkan kondisi 
eksisiting mengalami perubahan sebesar 2 % dari Luas 
BWP. 
 Militer 
Terdapat perbedaan luas kondisi eksisiting dan kondisi 
rencana kawasan militer pada tahun 2013 dikarenakan 
berdasarkan analisa spasial yang dilakukan luas 
kawasan militer pada tahun 2013 tersebut tidak 
sepenuhnya merupakan area peruntukan militer, 
dimana dalam area tersebut terdapat fungsi jalan yang 
masuk dalam perhitungan area tersebut. Dengan 
demikian terdapat selisih luas yang didapatkan yaitu 
sebesar 13.554 m2. Dan untuk penggunaan lahan 
kawasan militer sebesar 0.89 % dari total luas BWP 
Lumajang. 
 Permukiman 
Pada pembuatan Peta RDTR ini terjadi perbahan 
dengan selisih 7,19 km2. Hal ini dikarenakan adanya 
perubahan dalam penyusunan pola ruang permukiman 
yang sebelumnya meliputi perumahan dan pekarangan, 
namum berdasarkan peraturan penyusunan RTH 
dimana pekarangan termasuk dalam fungsi RTH 





 Peruntukan Lain 
Pola ruang peruntukan lain meliputi area ladang dan 
lahan terbua yang tidak temasuk dalam pertaian dan 
RTH dengan luas sebesa 93.024 m2. 
 RTH 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam pembagian wilayah 
sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor 05 Tahun 2008. Luas proporsi RTH pada 
wilayah perkotaan adalah sebebsar minimal 30% dari 
luas BWP Lumajang . RTH ini dibagi kedalam 4 jenis 
pembagian yang termasuk kedalamnya. Meliputi RTH 
Pekarangan (Pekarangan rumah tinggal, bangunan 
perkantoran, pertokokan, industri, dsb), RTH Taman 
dan Hutan Kota, RTH Jalaur Jalan, dan RTH  Fungsi 
Tertentu (makam, sempadan sungai, sempadan sutt, 
dan sempadan rel kereta api) berikut luas yang RTH 
yang didapkan dari hasil penggunaan lahan. RTH ini 
memiliki luas sebesar 25,8% dari luas BWP Lumajang 
dengan total luas RTH sebesar 4,09 km2. 
 Sawah  
Dalam penggunaan tahan sawah dibagi kedalam dua 
golongan yaitu sawah Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LP2B) dan sawah non LP2B. Dalam 
pembagian sawah LP2B BWP Lumajang ini 
berdasarkan keputusan mentri yang telah disepakati 
antar pemerintah Kabupaten Lumajang. Wilayah ini 
digunakan sesuai dengan penggunaan lahan yang 
terdapat pada RDTR Hasil Perencanaan Tahun 2013-
2033 dengan luas sebebsar 7,9 km2. Dan untuk luasa 
sawah non LP2B sebesar 10,52 km2  dengan total 





18,42 km2 sehingga presentase penggunaan lahan dalam 









































KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
Berikut kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan penelitian 
tugas akhir yangtelah dilakukan sebagai berikut: 
a. Berdasarkah penelitian didapatkan hasil layout peta dasar 
dalam skala 1:5000 berdasarkan data citra satelit resolusi 
tinggi Pleiades yang telah dilakukan proses orthorektifikasi 
pada BWP Lumajang yang menghasilkan kategori perkotaan 
lengkap dengan menampilkan penggunaan lahan yang variatif 
meliputi area permukiman, perdangan, industri, perkebunan, 
dan pertanian dengan jumlah sebanyak 46 unsur tutupan lahan. 
b. Dalam pembuatan peta skala 1:5000 pada Wilayah Perkotaan 
Lumajang sesuai dengan Peraturan Kepala BIG Nomor 16 
Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Peta Rencana 
Tata Ruang didapatkan hasil peta RDTR dengan luas wilayah 
perkotaan sebesar 35,27 km2 sebanyak 17 NLP.  
c. Pembuatan peta RDTR Pola Ruang pada BWP Lumajang 
berdasarkan data peta kondisi eksisting pada citra satelit 
Pleiades, dan data RTRW Kabupaten Lumajang tahun 2012-
2032,  data RDTR BWP Lumajang tahun 2013-2033 
didapatkan hasil pembuatan peta RDTR Pola Ruang dengan 
luas area 35,27 km2. Dimana dalam hasil pembuatan tersebut 
telah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Kepala BIG 
Nomor 16 Tahun 2014 meliputi penyusunan warna, kode 
unsur pola runag, dan tampilan pada peta yang disajikan.  
5.2 Saran 
Adapun saran dalam pembuatan peta skala 1:5000 pada Wilayah 
Perkotaan Lumajang sesuai dengan Peraturan Kepala BIG Nomor 
16 Tahun 2014  untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai 
berikut: 
a. Untuk pembuatan peta Dasar dilakukan survei kelengkapan 





sehingga data yang dihasilkan dapat terdigitasi secara 
keseluruhan. 
b. Dalam penyusunan peta RDTR dapat dilanjutkan dengan 
melakukan pembuatan peta tematik  yang meliputi data 
analisa dan data sintesa agar peta yang dihasilkan dapat 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
 
  
No.1517, 2014 BIG. Peta. Rencana Tata Ruang. Pengelolaan.
Tata Cara.
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PETA RENCANA TATA RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang,
perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi
Geospasial tentang Tata Cara Pengelolaan Peta Rencana
Tata Ruang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
2014, No.1517 2
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5393);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5502);
6. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang
Badan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian
Peta Dasar;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL





Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
1. Ketelitian Peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data,
dan/atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan
penggabungan dari sistem referensi geometris, Skala, akurasi, atau
kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode
unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan
notasi, serta kelengkapan muatan Peta.
2. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang
berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan
dalam sistem koordinat tertentu.
3. Peta Rencana Tata Ruang adalah peta hasil perencanaan tata ruang.
4. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang
lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek
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alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di
atas permukaan bumi.
5. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah
lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
6. Peta Dasar adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
7. Peta Tematik adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
Pasal 2
Pengelolaan data Peta Rencana Tata Ruang dilakukan sejak pengumpulan
DG sampai dengan tersusunnya Peta Rencana Tata Ruang.
Pasal 3








(1) Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diselenggarakan dengan menggunakan Peta Dasar dan Peta Tematik
melalui metode proses spasial yang ditentukan.
(2) Peta Dasar dan Peta Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dengan ketelitian tertentu.
(3) Ketelitian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada
Peraturan Kepala BIG tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar.
Pasal 5
Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
harus disusun dengan memenuhi ketelitian minimum standar kelas 3
(tiga).
Pasal 6
(1) Peta Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus
memenuhi ketelitian yang ditetapkan dalam standar atau spesifikasi
teknis Peta Tematik dimaksud.
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(2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah penyelenggara
Peta Tematik terkait.
(3) Peta Tematik yang digunakan di dalam penyusunan Peta Rencana Tata
Ruang harus telah mengacu pada Peta Dasar dan sesuai dengan




(1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
dilaksanakan untuk mengkompilasi DG yang dibutuhkan di dalam
penyusunan Peta Rencana Tata Ruang.
(2) DG yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Peta Dasar; dan
b. Peta Tematik Tertentu.
(3) DG yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikompilasi
dari kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.
(4) Dalam hal diperlukan data tambahan untuk melengkapi DG hasil
kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan survei
lapangan.
Pasal 8
(1) DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dalam bentuk yang
siap diproses lebih lanjut.
(2) Bentuk yang siap diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada






(1) Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
dilakukan terhadap DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus





(1) Metode proses spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
meliputi:
a. penyamaan sistem proyeksi geometris;
b. generalisasi;
c. kodefikasi digital; dan
d. indeks lembar Peta luaran.
(2) DG yang telah melalui metode proses spasial sebagaimana dimaksud




Penyamaan sistem proyeksi geometris sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Peta Dasar dan Peta Tematik yang
digunakan dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang.
Pasal 12
(1) Sistem proyeksi geometris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
harus menggunakan Universal Transverse Mercator atau sistem
proyeksi lain sesuai kebutuhan aplikasi tertentu.
(2) Sistem Proyeksi geometris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
(1) Dalam hal Sistem Proyeksi Peta Dasar dan Peta Tematik yang
digunakan dalam penyusunan Peta Rencana Tata Ruang tidak sama,
harus dilakukan transformasi.
(2) Transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:
a. menggunakan rumusan dengan ketentuan menggunakan empat titik
sekutu, maka transformasi dilakukan dengan menggunakan
transformasi conform;
b. dalam hal menggunakan lebih dari empat titik sekutu maka
transformasi dilakukan dengan menggunakan transformasi affine;
dan
c. sisa kesalahan atau residu maksimal yang diperbolehkan adalah 2












(1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan
proses pemilihan objek elemen dengan mempertahankan ciri dan
karakter aslinya.
(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
merupakan kegiatan menghilangkan sebagian bentuk ketidakaturan
akibat proses pengecilan skala, tetapi tetap mempertahankan karakter
dari garis itu sendiri.
(3) Kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan
kegiatan penggabungan objek-objek dalam suatu peta ke dalam unsur
dominan.
(4) Pembesaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d
merupakan kegiatan menampilkan suatu objek di peta yang tidak dapat
ditampilkan sesuai ukuran sebenarnya dengan menggunakan




Kodefikasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c
meliputi:
a. kodefikasi unsur tata ruang;
b. nama unsur tata ruang; dan
c. simbolisasi unsur tata ruang.
Pasal 17
(1) Kodefikasi unsur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf a disusun secara unik dan sistematik.
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(2) Unik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme
pembedaan kode atas satu unsur dengan unsur lainnya di dalam tata
ruang.
(3) Sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
mekanisme pemberian kode unsur tata ruang disusun secara teratur
dan konsisten.
Pasal 18
Nama unsur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
merupakan identitas unsur yang tercantum dalam Peta Rencana Tata
Ruang
Pasal 19
(1) Simbolisasi unsur tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf c harus dibuat dalam suatu rangkaian simbol, warna, arsiran,
ataupun notasi.
(2) Simbolisasi unsur tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan model acuan yang akan menjamin keseragaman
visualisasi.
(3) Untuk simbolisasi dalam peta cetak, semua peta harus dilengkapi
dengan legenda dan indeks lokasi yang mengacu kepada indeks lokasi
Peta Dasar pada skala yang sesuai.
(4) Selain simbol, warna, arsiran ataupun notasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), simbolisasi unsur tata ruang juga memuat daftar kode
unsur baku dalam kodefikasi data dan template visualisasi untuk
semua jenis peta dan skala.
(5) Daftar kode unsur baku dalam kodefikasi data dan template visualisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dan disediakan oleh
BIG.
Paragraf 4
Indeks Peta Rencana Tata Ruang
Pasal 20
(1) Indeks peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf d disusun sesuai dengan kode wilayah administrasi yang
ditetapkan oleh Instansi Pemerintah yang diberi tugas di bidang
pemerintahan dalam negeri.
(2) Dalam hal suatu wilayah harus digambarkan menjadi beberapa lembar
Peta Rencana Tata Ruang, maka pembagian lembar dan penomoran
Peta Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan sistem indeks Peta




untuk Penyusunan Peta Tata Ruang
Pasal 21
Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan
kegiatan analisis Peta Dasar dan Peta Tematik secara bersama-sama
untuk memperoleh suatu gambaran Rencana Tata Ruang yang berbasis
spasial.
Pasal 22
(1) Analisis IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan
dengan menggunakan Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah
dilakukan penyamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf a.
(2) Analisis IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
format basisdata geospasial.
Bagian Ketiga
Standar Pemrosesan Data Geospasial
Pasal 23
Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) meliputi:
a. Sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat
ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional.
b. Format, basisdata, dan metadata yang dapat dengan mudah
diintegrasikan dengan IG lain.
Pasal 24
(1) DG yang telah memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) dianalisis sesuai dengan kebutuhan penataan ruang.
(2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam
sistem basisdata geospasial.
Pasal 25
Data hasil pemrosesan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan DG
yang telah dianalisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disimpan




(1) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan
proses menampilkan hasil pemrosesan DG.
2014, No.15179
(2) Penyajian harus menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan
tingkat ketelitian sumber data dan tujuan pembentukan Peta Rencana
Tata Ruang.
(3) Penyajian dilakukan dalam bentuk:
a. peta digital; dan
b. peta cetak.
(4) Peta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berbentuk
digital tertentu yang dapat diakses dengan perangkat keras dan
perangkat lunak tertentu.
(5) Peta cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berbentuk




(1) Penyimpanan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d
dilakukan terhadap Peta Rencana Tata Ruang yang telah selesai
disusun berikut dengan DG dan IG penunjang yang digunakan di
dalam proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian.
(2) Penyimpanan dilakukan terhadap Peta Rencana Tata Ruang yang
berbentuk digital dan cetakan.
(3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai





Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan
untuk menjamin agar Peta Rencana Tata Ruang:
a. tetap dapat digunakan;
b. tidak dapat diubah atau dipalsukan; dan
c. tidak rusak oleh keadaan.
Pasal 29
(1) Dalam rangka pengamanan, kementerian/lembaga dan/atau
pemerintah daerah menyerahkan duplikat Peta Rencana Tata Ruang
dan metadatanya kepada BIG.
2014, No.1517 10
(2) Duplikat Peta Rencana Tata Ruang dan metadatanya sebagaimana





Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan
untuk menjamin agar setiap orang dapat mengakses Peta Rencana Tata
Ruang dan metadatanya.
Pasal 31
Peta Rencana Tata Ruang dan metadatanya sebagaimana dimaksud dalam





(1) Dalam hal Peta Dasar tidak tersedia atau belum dimutakhirkan,
penyelenggara penataan ruang dapat menggunakan sumber data
spasial lain setelah berkonsultasi dengan BIG.
(2) Penyelenggara penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)





Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 September 2014
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
ASEP KARSIDI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Okotber 2014
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b. Peta Dasar Lembar 1607-5329C BWP Lumajang 
c. Peta Penggunaan Lahan Eksisiting BWP Lumajang 
d. Peta Penggunaan Lahan Eksisiting Lembar 1607-5329C 
BWP Lumajang 
e. Peta RDTR Pola Ruang BWP Lumajang 
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PETA DASAR BWP LUMAJANGKABUPATEN LUMAJANG 
NO. PETA HALAMAN
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PETA DASAR LEMBAR 1607-5329C BWP LUMAJANGKABUPATEN LUMAJANG 
NO. PETA HALAMAN
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: WGS 1984: Universal Transverse Mercator (UTM): Geografi & UTM: 49 Selatan: MeterÅ
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1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Resolusi Spasial 0,5 meter    Wilayah Lumajang yang sudah dilakukan proses     Orthorektifikasi dengan rekomendasi dari BIG tahun 20162. Peta RTRW Kabupaten Lumajang 2012-20323. Peta RDTR BWP Lumajang 2013-2033
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Sumber Riwayat Peta :































































PETA PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING LEMBAR 1607-5329CBWP LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG 
NO. PETA HALAMAN
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: WGS 1984: Universal Transverse Mercator (UTM): Geografi & UTM: 49 Selatan: MeterÅ
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Jalan Kereta ApiJalan ArteriJalan KolektorJalan LokalJalan Lingkungan
Nama          :  Atik Indra PuspitaNRP            :  3513 100 080
PETA POLA RUANG BWP LUMAJANGKABUPATEN LUMAJANG 
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Resolusi Spasial 0,5 meter    Wilayah Lumajang yang sudah dilakukan proses     Orthorektifikasi dengan rekomendasi dari BIG tahun 20162. Peta RTRW Kabupaten Lumajang 2012-20323. Peta RDTR BWP Lumajang 2013-2033
Sumber Riwayat Peta :
PERATURAN ZONASI BWP LUMAJANGZONA LINDUNG
Zona Perlindungan SetempatPS-1 = Sub Zona Sempadan Sungai Zona Ruang Terbuka HijauRTH-1 = Sub Zona Taman dan Hutan kotaRTH-2 = Sub Zona Fungsi TertentuRTH-3 = Sub Zona Pekarangan
Zona Perdagangan dan JasaK-1 = Sub Zona TunggalK-2 = Sub Zona KopelK-3 = Sub Zona Modern
KAWASAN BUDIDAYA
Zona Perumahan
R-2 = Sub Zona Perumahan           Kepadatan TinggiR-3 = Sub Zona Perumahan           Kepadatan SedangZona PerkantoranKT-1 = Sub Zona Kantor PemerintahKT-2 = Sub Zona Kantor Swasta
Zona Peruntukan PertanianPL1-A = Sub Zona Tanaman PanganPL1-B = Sub Zona PerkebunanPL1-C = Sub Zona LadangLL       = Sub Zona Sawah LP2B
Zona Sarana Pelayanan UmumSPU-1 = Sub Zona PendidikanSPU-2 = Sub Zona TransportasiSPU-3 = Sub Zona KesehatanSPU-4 = Sub Zona Olahraga
Zona Peruntukan Khusus
KH-1 = Sub Zona Pertahanan dan             KeamananZona Industri
I-3 = Sub Zona Industri Kecil dan         PergudanganI-4 = Sub Zona Industri Aneka
Zona Campuran
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RENCANA DETIL TATA RUANGBAGIAN WILAYAH PERKOTAAN LUMAJANG 2017
Sumber Riwayat Peta :































































PETA POLA RUANG LEMBAR 1607-5329CBWP LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG 
DatumProyeksiSistem GridZonaSatuan Tinggi
: WGS 1984: Universal Transverse Mercator (UTM): Geografi & UTM: 49 Selatan: Meter
NO. PETA HALAMAN






Jalan Kereta ApiJalan ArteriJalan KolektorJalan LokalJalan Lingkungan
Å
0 200 400 600 800100
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1607-5329C1. Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades Resolusi Spasial 0,5 meter    Wilayah Lumajang yang sudah dilakukan proses     Orthorektifikasi dengan rekomendasi dari BIG tahun 20162. Peta RTRW Kabupaten Lumajang 2012-20323. Peta RDTR BWP Lumajang 2013-2033
PERATURAN ZONASI BWP LUMAJANGZONA LINDUNG
Zona Perlindungan SetempatPS-1 = Sub Zona Sempadan Sungai Zona Ruang Terbuka HijauRTH-1 = Sub Zona Taman dan Hutan kotaRTH-2 = Sub Zona Fungsi TertentuRTH-3 = Sub Zona Pekarangan
Zona Perdagangan dan JasaK-1 = Sub Zona TunggalK-2 = Sub Zona KopelK-3 = Sub Zona Modern
KAWASAN BUDIDAYA
Zona Perumahan
R-2 = Sub Zona Perumahan           Kepadatan TinggiR-3 = Sub Zona Perumahan           Kepadatan SedangZona PerkantoranKT-1 = Sub Zona Kantor PemerintahKT-2 = Sub Zona Kantor Swasta
Zona Peruntukan PertanianPL1-A = Sub Zona Tanaman PanganPL1-B = Sub Zona PerkebunanPL1-C = Sub Zona LadangLL       = Sub Zona Sawah LP2B
Zona Sarana Pelayanan UmumSPU-1 = Sub Zona PendidikanSPU-2 = Sub Zona TransportasiSPU-3 = Sub Zona KesehatanSPU-4 = Sub Zona Olahraga
Zona Peruntukan Khusus
KH-1 = Sub Zona Pertahanan dan             KeamananZona Industri
I-3 = Sub Zona Industri Kecil dan         PergudanganI-4 = Sub Zona Industri Aneka
Zona Campuran
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